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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan program
dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang
dituang dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah
(PD) untuk periode satu tahun mendatang. Rencana Kerja
merupakan penjabaran tahunan Renstra dan masukan hasil
Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,
Forum PD dan Musrenbang Kota Batam.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang

mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami

perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal im
juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri
Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD,
Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
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Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang
berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang
simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian
dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan
renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan
hasil evaluasi pelaksanaan program dan Kkegiatan, capaian
kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah
sampai dengan triwulan Il menunjukan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan sebagai
berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu
yang mengakibatkan  terjadinya penambahan  atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan
atau penghapusan kegiatan;

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan
pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok
sasaran dan penghapusan kegiatan;

3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam
perubahan RKPD Tahun 2020; dan/atau

4, Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami

kenaikan atau penurunan.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat
perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari
renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada
di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam

renstra perangkat daerah tahun rencana.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2020
sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam
menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 dimulai
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dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat
Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan
RKPD Kota Batam Tahun 2020, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan keglatan sampai dengan triwulan II, masalah yang
dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun 2020. Rancangan perubahan Renja Dinas
Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 tersebut kemudian menjadi
Perubahan Rancangan Akhir Renja Tahun 2020, yang kemudian
melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan
indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah
maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan
perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan
renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi
dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah
ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka perubahan
rancangan akhir renja perangkat daerah ini dapat ditetapkan
menjadi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah setelah
mendapat pengesahan dari Walikota.

Kondisi pada awal tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan
pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia
pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan
perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas
pada seluruh Pemerintah Daerah melalui infocussing dan
realokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas,
antara lain Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak
Ekonomi, dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (social safety
net/JPS). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penanganan COVID-19 membutuhkan anggaran yang cukup
besar mengingat pandemik ini mempengaruhi banyak sektor.
Seluruh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
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(DAK) di luar DAK bidang kesehatan dan pendidikan pada
akhirnya harus di refocussing yang diperuntukan bagi
penanganan pandemik ini. Berbagai upaya dilakukan
Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi penyebaran COVID-19
di Kota Batam termasuk menunda seluruh pelaksanaan
pekerjaan fisik yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama di
tahun 2020. Seluruh pekerjaan fisik selain di Dinas Kesehatan
dan Dinas Pendidikan ditunda pelaksanaannya kecuali yang
telah berjalan saat kebijakan ini diambil.

Menyikapi hal ini, maka di tahun 2021 Walikota Batam telah
memberikan pengarahan dalam Musrenbang Tingkat Kota Batam
di tahun 2020 bahwa seluruh prioritas pekerjaan fisik yang
tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 harus menjadi prioritas
di tahun 2021 selain perbaikan ekonomi akibat pandemik
COVID-19.

Adapun kegiatan di Dinas Pertanahan tidak terpengaruh secara
signifikan dan tidak mengalami penundaan di tahun 2020 ini.
Dampak refocusing penanganan pandemic covid-19 di Dinas
Pertanahan Kota Batam tahun 2020 hanya pada kegiatan rutin
kantor, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan
Bakar Minyak, dan Perjalanan Dinas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota
Batam Tahun 2020 ini adalah:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
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4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah

5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana,;

7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Q) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 - 2024,

17) Keputusan Presiden No 34 tahun 2003 tentang
Kebijaksanaan Nasional Di Bidang Pertanahan;

18) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran
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Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana

Nasional;

19) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan
Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

21) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020,

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020;

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

24) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177/KMK.07/2020 tentang  Percepatan  Penyesuaian
Anggaran Pendapatan,

25) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
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26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Batam Tahun 2016-2021

27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

28) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Urusan  Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah;

29) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain;

30) Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam
Tahun 2020;

31) Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2020 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Batam Tahun 2020;

32) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017
Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan
Kota Batam Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk
menyediakan pedoman bagi Dinas Pertanahan Kota Batam
dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan
(RKAP) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2020.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat
Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 adalah
untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu
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indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sehingga

tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan terdiri dari 4 (empat)

bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
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BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota

Batam Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas
Pertanahan Kota Batam

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana
Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang
mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran
kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-
masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk
formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator Kkinerja
kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran

(output) dan hasil (outcome).

Tahun 2016 merupakan tahun transisi pelaksanaan kegiatan
dan program rencana strategis tahun 2011-2016 dan rencana
strategis 2016-2021, sedangkan tahun 2020 merupakan tahun
keempat pelaksanaan kegiatan dan program rencana strategis
tahun 2016-2021.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi,
misi dan tujuan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam
tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020
(triwulan II) dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun
2020. Adapun program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian rencana kerja adalah mencakup pelaksanaan 5 (lima)
kegiatan teknis DPA-SKPD dan 2 (dua) kegiatan rutin (EX BAU)
sebagai kegiatan pendukung.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun
2016, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas

Pertanahan (dulunya Badan Pengelola Perbatasan dan
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Pertanahan Daerah Kota Batam), dalam APBD dan APBD
Perubahan Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp 1.462.485.990,-
(satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus
delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang
terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex
biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 771.175.990,-
(tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu
sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan 4 (empat) kegiatan
teknis sebesar Rp. 691.310.000,- (enam ratus sembilan puluh
satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan telah terealisasi
sebesar Rp. 1.218.496.186,- atau 83,32%,- dan realisasi fisik
sebesar 94,26%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun
2017, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas
Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota
Batam tahun 2017 sebesar Rp 1.589.110.600,- (satu milyar lima
ratus delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu enam
ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan
rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar
Rp. 1.003.510.600,- (satu milyar tiga juta lima ratus sepuluh
ribu enam ratus rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar
Rp. 585.600.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta enam
ratus ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp.
1.300.516.573,- atau 81,83%,- dan realisasi fisik sebesar 87,42%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun
2018, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas
Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota
Batam tahun 2018 sebesar Rp 508.700.500,- (lima ratus delapan
juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) yang dijabarkan dalam
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh)
kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum
(EX BAU) sebesar Rp. 392.550.500,- (tiga ratus sembilan puluh
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dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan 5
(lima) kegiatan teknis sebesar Rp. 116.150.000,- (seratus enam
belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan telah terealisasi
sebesar Rp. 448.697.622,- (empat ratus empat puluh delapan
juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua
puluh dua rupiah) atau 88,20%,- dan realisasi fisik sebesar
100,00%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun
2019, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas
Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota
Batam tahun 2019 sebesar Rp 841.168.030,- (delapan ratus
empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga
puluh rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan
rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar
Rp. 432.468.030,- (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus
enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dan S (lima)
kegiatan teknis sebesar Rp. 408.700.000,- (empat ratus delapan
juta tujuh ratus ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp.
502.393.282,- (lima ratus dua juta tiga ratus Sembilan puluh
tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) atau 59,73%,-

dan realisasi fisik sebesar 85,57%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016
sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada tahun 2016
dianggarkan Rp. 596.927.990,- Realisasi keuangan adalah
Rp. 456.428.186,- atau 76,46% dan realisasi fisik 93,54%.
Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 679.192.600,-
Realisasi keuangan adalah Rp. 580.506.333,- atau 85,47%
dan realisasi fisik 88,00%. Tahun 2018 dianggarkan Rp.
303.911.500,-. Realisasi keuangan adalah Rp.
249.021.482,- atau 81,94% dan realisasi fisik 100,00%.
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Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan Rp.
378.063.930,-. Realisasi keuangan adalah Rp.
319.465.182,- atau 84,50% dan realisasi fisik 100,00%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2016 dengan
anggaran Rp. 174.248.000,- Realisasi keuangan adalah Rp.
155.191.000,- atau 89,06% dan realisasi fisik 100,00%.
Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 324.318.000,-
Realisasi keuangan adalah Rp. 259.474.400,- atau 80,01%
dan realisasi fisik 99,19%. Pada tahun 2018 dianggarkan
sebesar Rp. 88.639.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.
84.984.000,- atau 95,88% dan realisasi fisik 100,00%.
Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.
54.404.100,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 54.364.100,-
atau 99,93% dan realisasi fisik 100,00%.

c. Program Penataan Tata Guna Tanah meliputi 5 (lima)
kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah
Kota Batam, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp.
62.750.000,- Realisasi keuangan adalah 17.425.000,-
atau 27,77% dan realisasi fisik 27,77%. Pada tahun
2017 dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi
keuangan adalah Rp. 1.713.840,- atau 3,43% dan
realisasi fisik 3,43%. Pada tahun 2018 dianggarkan
sebesar Rp. 10.000.000,-. Realisasi keuangan adalah
Rp. 8.542.140,- atau 85,42% dan realisasi fisik
100,00%. Sedangkan tahun 2019 dianggarkan sebesar
Rp. 30.000.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. O,-
atau 0,00% dan realisasi fisik 40,00%.

2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Fasilitasi Rumah
Ibadah di Kota Batam pada tahun 2016 dengan
anggaran Rp. 310.090.000,-. Realisasi keuangan adalah
Rp. 297.265.000,- atau 95,86% dan realisasi fisik
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100,00%. Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui
kegiatan Identifikasi dan inventarisasi lahan aset
pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 145.010.000,-
Realisasi keuangan adalah Rp. 143.370.000,- atau
98,87% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2018
dianggarkan sebesar Rp. 0,-. Sedangkan pada tahun
2019 dianggarkan sebesar Rp. 47.600.000,- Realisasi

keuangan adalah Rp. 0,- atau 0,00% dan realisasi fisik
100,00%

. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat

Perkampungan Tua, pada tahun 2016 dengan anggaran
Rp. 212.410.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.
202.048.200,- atau 95,12% dan realisasi fisik 100,00%.
Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan
Penataan Lahan Kampung Tua dengan anggaran
sebesar Rp. 217.220.000,- Realisasi keuangan adalah
Rp. 214.820.000,- atau 98,90% dan realisasi fisik
100,00%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. O,-.
Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.
174.000.000,- Realisasi keuangan adalah Rp.
75.864.000,- atau 43,60% dan realisasi fisik 73,85%

. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat, yang

mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran
Rp. 173.370.000,- Realisasi keuangan adalah Rp.
100.630.000,- atau 58,04% dan realisasi fisik 61,10%.
Dilanjutkan di tahun 2018 dengan anggaran Rp.
106.150.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp.
106.150.000,- atau 100,00% dan realisasi fisik
100,00%. Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan
sebesar Rp. 107.700.000,- Realisasi keuangan adalah
Rp. 52.700.000,- atau 48,93% dan realisasi fisik
48,93%.

. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam, yang

mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dengan anggaran
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Rp. 0,- (rasionalisasi anggaran), dan dilanjutkan di
tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 49.400.000,-
Realisasi keuangan adalah Rp. 0, atau 0,00% dan
realisasi fisik 100,00%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas
Pertanahan dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan sampai
dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
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Penjelasan secara rinci dari masing-masing kegiatan pada tabel 2.1.
diatas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko
Batam ini adalah persentase sertifikasi lahan aset Pemerintah
Kota Batam, dengan target kegiatan 35,40% (sertifikasi 223 persil
dari keseluruhan lahan aset 630 persil) selama periode tahun
2016-2021. Realisasi sampai dengan tahun 2016 adalah 197
dokumen (31,27%), sampai dengan tahun 2018 realisasi kegiatan
adalah 204 dokumen (32,38%), tahun 2019 realisasi kegiatan
adalah 208 dokumen (33,02%), dan sampai dengan triwulan II
tahun 2020 telah terealisasi 213 dokumen sertifikat lahan aset
(33,81%)

Berkenaan dengan hasil evaluasi dan reviu terhadap Renstra
Dinas Pertanahan Kota Batam yang dituangkan dalam Renstra
Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 pada
bulan Maret tahun 2020, telah dilakukan penambahan target
indikator program/kegiatan yang awalnya hanya 10 dokumen
menjadi 247 dokumen sebagai tindak lanjut dari rekomendasi
Korsubgah KPK dan BPK RI. Penambahan target tersebut perlu
dukungan anggaran dan lebih lanjut akan diusulkan pada RKPD
perubahan tahun 2020. Untuk meningkatkan capaian kinerja
program dan kegiatan ini, langkah-langkah yang akan dilakukan
pada triwulan III dan IV adalah (1) koordinasi intensif dengan BPN
Kota Batam, (2) identifikasi dan pendataan awal, survey,
pengukuran data lahan aset untuk persiapan sertifikasi lahan
aset, dan (3) pemberkasan dan pendaftaran dokumen ke Kantor
Pertanahan Kota Batam (BPN).

Melalui kegiatan ini diharapkan terlaksananya tertib administrasi
pertanahan dan jelasnya status legalitas lahan aset Pemko Batam.

2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Indikator kinerja kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan
Aset Pemerintah adalah persentase data lahan aset Pemerintah
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Kota Batam yang diinventarisasi sampai dengan tahun 2019
sebesar 100,00%, dengan jumlah lahan aset Pemerintah Kota
Batam keseluruhan diperkirakan sebesar 630 persil. Sampai
dengan tahun 2016 telah diinventarisasi lahan aset pemerintah
dan telah diinput di aplikasi database lahan aset pemerintah

sebanyak 200 persil. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2019
adalah 630 persil (100,00%).

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah
meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana
pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan
fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah
prasarana sarana utilitas (PSU), yang tersebar di wilayah

Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Kebutuhan akan kesamaan data dan informasi, terutama data
spasial Kota Batam, pada tahun 2017 ini Dinas Pertanahan juga
akan melakukan inventarisasi dan integrasi data spasil Kota
Batam dalam rangka menuju One Map Policy. Untuk tahap awal
kemungkinan data spasial yang diintegrasikan terbatas hanya
pada beberapa tema saja, antara lain peta dasar, peta
administrasi kota batam, peta jaringan jalan, peta rtrw kota, dan
peta sebaran aset lahan pemko batam.

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah
Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya
tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu
wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan
adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan
kepemilikan tanah.

Kemudian lebih lanjut dengan adanya kegiatan ini diharapkan
kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih
jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah yang
bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana
kepemilikan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai

lembaga yang mengatur tentang penggunaan lahan tersebut.
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Dengan terdokumentasikannya seluruh aset pemerintah Kota
Batam, terutama untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas
sosial, diharapkan pada akhirnya peran Pemerintah Kota Batam
dalam mengatur dan menyediakan lahan-lahan fasilitas sosial
dapat berjalan dan lahan-lahan tersebut dapat terkelola dengan

baik serta bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya.

3. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan

Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Kegiatan penyelesaian permasalahan batas kampung tua telah
dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015 dan 2016 telah
dilakukan kegiatan inventarisasi lahan masyarakat
perkampungan tua di 34 lokasi kampung tua Kota Batam. Selain
itu telah dilaksanakan juga kegiatan pemasangan patok batas
kampung tua yang telah dilaksanakan di 7 (tujuh) kampung tua
di tahun 2014, dilanjutkan di tahun 2015 dengan realisasi
sebanyak 15 kampung dari target 15 kampung. Lokasi kegiatan
meliputi: (1) Kampung Tiawangkang di Kecamatan Sagulung, (2)
Kampung Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, (3) Kampung
Tereh di Kecamatan Nongsa, (4) Kampung Bakau Serip di
Kecamatan Nongsa, (5) Kampung Teluk Lengung di Kecamatan
Nongsa, (6) Kampung Bagan di Kecamatan Sei Beduk, (7)
Kampung Piayu Laut di Kecamatan Sei Beduk, (8) Kampung Teluk
Mata Ikan di Kecamatan Nongsa, (9) Kampung Patam Lestari di
Kecamatan Sekupang, (10) Kampung Dapur 12 di Kecamatan
Sagulung, (11) Kampung Tembesi di Kecamatan Sagulung, (12)
Kampung Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, (13) Kampung
Batu Merah di Kecamatan Batu Ampar, (14) Kampung Sei Tering
di Kecamatan Batu Ampar, dan (15) Kampung Setenggar di

Kecamatan Sei Beduk.

Kondisi sampai dengan tahun 2016, telah ditanda tangani 7
(tujuh) Berita Acara Kesepakatan antara pihak terkait (Pemko
Batam, BP Batam, dan RKWB) dan telah ditetapkan PL nya, yang
meliputi lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Kampung Tua
Batu Besar, (3) Kampung Tua Kampung Panau, (4) Kampung Tua
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Tanjung Riau, (5) Kampung Tua Cunting, (6) Kampung Tua Sei
Binti, dan (7) Kampung Tua Sei Lekop.

Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan indikator kinerja
berupa jumlah dokumen PL kampung Tua, yang selama periode
tahun 2016-2021 ditargetkan 34 kampung tua diterbitkan
dokumen PL atas nama Pemko Batam.

Pada tahun 2017, ditargetkan akan diterbitkan 8 PL kampung tua
dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Gundap, (2) Kampung
Tua Tiawangkang, (3) Kampung Tua Tereh, (4) Kampung Tua
Bakau Serip, (5) Kampung Tua Patam Lestari, (6) Kampung Tua
Dapur 12, (7) Kampung Tua Teluk Lengung, dan (8) Kampung Tua
Piayu Laut, dan sampai dengan saat ini baru terbit 1 (satu) surat
keterangan dari BP Batam untuk diterbitkan PL di Kampung Tua
Bakau Serip. Sampai dengan tahun 2017 capaian Kkinerja
kegiatan adalah 8 Kampung Tua diterbitkan dokumen PL atas
Pemko Batam dari 15 kampung tua yang ditargetkan.

Sedangkan untuk kegiatan penataan kampung tua pada tahun
2018 dilaksanakan dengan swakelola (tanpa anggaran) akibat

efisiensi dan rasionalisasi APBD tahun 2018.

Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI
terkait penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak
Walikota Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas
Kampung Tua Kota Batam yang diketuai oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, dengan beranggotakan
semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor
Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan, dan RKWB. Kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Legalitas Lahan
Kampung Tua Kota Batam antara lain: Rapat Koordinasi untuk
menyepakati luasan, Survey pengukuran 37 titik kampung tua,
dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan selanjutnya
diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah kepada
instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai sesuai

peraturan perundangan.
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Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah telah
ditata 3 kampung tua, dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung
Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, dan (3) Kampung Tua Tanjung
Gundap. Target awal adalah 2 (dua) lokasi kampung tua, yaitu
Kampung Tua Tunjang Riau (39,29 Ha) dan Kampung Tua Nongsa
Pantai (22,97 Ha). Berkenaan dengan masih adanya
permasalahan alas hak (kepemilikan lahan) di lokasi kampung
tua Nongsa Pantai (belum clear and clean), maka realisasi
kegiatan dialihkan ke 2 (dua) lokasi Kampung Tua Gundap (13,69
Ha) dan Kampung Tua Sei Binti (6,04 Ha) yang sudah clear and
clean. Sehingga realisasi kegiatan menjadi 3 (tiga) kampung tua
dari target 2 (dua) kampung tua yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2020, telah dilakukan
pengukuran di 4 lokasi kampung tua. Kemudian Dinas
Pertanahan Kota Batam melalui APBD Perubahan telah
mengusulkan kegiatan tata batas kawasan lahan kampung tua
dengan kawasan hutan dengan bekerja sama dengan BPKH
Wilayah XII Tanjung Pinang yang rencananya akan direalisasikan
pada triwulan IV tahun 2020.

. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan pengurusan sertifikat lahan
masyarakat adalah jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat,
dengan target 500 persil selama periode tahun 2016-2021. Tahun
2017-2019 telah terealisasi pengurusan dokumen sertifikat lahan
masyarakat 200 dokumen.

Kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat
merupakan kegiatan daerah untuk mendukung Program Prioritas
Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional RI.

PTSL yang merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset
dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan
yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah sampai dengan
penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan

diselenggarakan secara masal.
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Kegiatan sertifikasi lahan masyarakat ini dilaksanakan secara
terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama

bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas

terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan kegiatan sertifikasi lahan masyarakat adalah memberikan
pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang
sederhana, mudah, cepat dan murah, serta salah satu upaya
pemerintah dalam rangka  meningkatan  kesejahteraan

masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Rangkaian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan
masyarakat pada tahun 2020 adalah (1) Koordinasi dengan
Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari
sertifikasi lahan, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan
lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi
lahan, (4) bersama2 dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN)
melakukan survey dan pengukuran lokasi, dan (5) Pendaftaran
berkas lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Pada tahun 2020 realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II
adalah telah dilakukan (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan
Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari sertifikasi lahan, (2)
Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3)
Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi lahan.
Sedangkan untuk tahapan ke (4) dan (5) akan dilaksanakan pada
triwulan III tahun 2020.

Tindak lanjut yang diperlukan di triwulan III dan IV adalah (1)
bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN)
melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (2)
Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam
(BPN).

5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini
bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan lahan aset untuk

pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana
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ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021
sebanyak 50 persil lahan untuk pembangunan, sekolah,

puskesmas/ puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi

pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada
tahun 2018-2019 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait
dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan
dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk
pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi
dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan
aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4)
Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

Realisasi kegiatan pada tahun 2018 adalah tersedianya lahan aset
pemerintah Kota Batam sebanyak 13 persil, yaitu 26,00% dari
target renstra 50 persil. Pada tahun 2019 realisasi kegiatan
sebanyak 10 persil, yaitu 46,00% dari target 50 persil. Sedangkan
pada tahun 2020 sampai dengan triwulan II realisasi kegiatan
masih nihil dari target 13 persil.

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemo Batam dilaksanakan
berdasarkan usulan dan permintaan lahan untuk kebutuhan
sarana dan prasarana Pemko Batam dari dinas/instansi terkait.
Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II, belum ada
usulan dan permintaan kebutuhan lahan dari dinas/instansi

terkait.

Pada tahun 2020 tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dan
terus dilaksanakan adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait
dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan
dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk
pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi
dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan
aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4)
Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan
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Dinas Pertanahan Kota Batam dahulunya Badan Pengelola
Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, yang telah
beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur
organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui
dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007,
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir
melalul Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota
Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di
Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
Batam.

Indikator Kkinerja sasaran program Dinas Pertanahan
sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Dinas
Pertanahan Tahun 2011-2016 ada 2 (dua) indikator sebagaimana
diuraikan pada tabel diatas, yaitu: (1) Persentase ketersediaan
lahan aset Pemko Batam, dan (2) Persentase lahan aset Pemko
Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya
tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa
sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum
sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang
Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya
Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun
1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau
Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada
dalam pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam,
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan
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Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan
Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum
adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu
eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara

optimal.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

1) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun
2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengelola bidang pertanahan,;

2) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 tahun
1999 tentang Pembentukan Kota Batam, yang memberikan
legitimasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Batam
untuk mengatur dan mengelola kewilayahan Kota Batam,;

3) Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
yang memberikan dukungan dana pembangunan;

4) Dengan adanya dukungan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

5) Dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

6) Dengan adanya dukungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

7) Dengan adanya dukungan Kepmen Agraria Nomor 2 Tahun
1999 tentang Izin Lokasi;

8) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan
dalam mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan serta
perbaikan etos kerja;

9) Adanya dukungan dari instansi yang terkait dalam bidang
pertanahan di Kota Batam;

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau
landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan
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Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem
Pertanahan Nasional. Namun disisi lain landasan pengelolaan
penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih
mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973
tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan
Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah
menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap
seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk
areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh,
Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-

syarat/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Disamping permasalahan yang ada seperti dikemukakan di
atas, secara internal permasalahan timbul dari kondisi
sumber daya manusia pegawai dan sarana dan prasarana
kerja yang masih relatif belum mendukung sepenuhnya atas
penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pertanahan Kota Batam yang menuntut penyelesaian

cepat, dengan data akurat serta tindakan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota
Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan
lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang
permasalahan di bidang pertanahan

Pencapaian kinerja pelayanan (kegiatan) Dinas Pertanahan
diuraikan sebagaimana tabel 2.2 berikut:
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Indikator kinerja program pertama berupa persentase
ketersediaan lahan aset pemko batam dicapai dengan
melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan prasarana,
sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU)
termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di
kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota
Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Target

capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun
2016-2021 adalah 50 persil lahan aset. Kegiatan ini baru dimulai
pada tahun 2018 dengan target capaian kinerja sampai dengan
tahun 2020 adalah sebesar 72,00%, yaitu 36 persil lahan aset.

Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 23 persil
lahan asset (46,00).

Indikator kinerja program kedua berupa persentase lahan aset
pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal dicapai
melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu kegiatan pengadaan
dokumen lahan aset pemerintah kota batam dan kegiatan

fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat, serta 2 (dua)
kegiatan pendukung berupa kegiatan identifikasi dan
inventarisasi lahan aset pemerintah dan kegiatan penataan

lahan kampung tua.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota
Batam akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam
untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya
tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama
periode tahun 2016-2021 adalah 233 dokumen sertifikat atau
35,40% dari target 630 persil lahan aset. Realisasi capaian
sampai dengan triwulan II Tahun 2020 adalah 213 dokumen
sertifikat atau 33,81% dari target 630 persil lahan aset. Melalui
Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021 yang
telah dilakukan reviu pada bulan Maret 2020, target capaian
program/kegiatan ini mengalami peningkatan di tahun 2020 dari
223 dokumen menjadi 455 dokumen atau 72,22% dari target
630 dokumen. Perubahan target capaian program/kegiatan ini
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sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya merupakan

sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Korsubgah KPK dan BPK
RI.

Kemudian melalui kegiatan Pengurusan dokumen sertifikat
tanah masyarakat yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan
Kota Batam diharapkan tertib Administrasi pertanahan guna
terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target
capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 500 dokumen
dengan lokasi target daerah hinterland Kota Batam. Realisasi
capaian sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah 200
dokumen sertifikat atau 40,00% dari target 500 persil lahan
masyarakat. Lokasi pengurusan dokumen sertifikat lahan
masyarakat adalah di Kelurahan Karas, Sekanak Raya, Tanjung
Sari, Pecong dan Bulang Lintang.

[dentifikasi dan inventarisasi lahan aset Pemerintah Kota Batam
sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan,
kejelasan lokasi, luasan dan batas lahan aset, dan pembuatan
database lahan aset Pemerintah Kota Batam.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi
Batam (tanah melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak
ratusan tahun lalu, namun dengan semakin berkembangnya
pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya
kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di
lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.
Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami
penggusuran, hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak
jelas dan tidak terdokumen. Dengan adanya kebijakan Presiden
RI mengenai dikeluarkannya wilayah kampung tua dari HPL BP
Batam diharapkan permasalahan kampung tua dapat segera
terselesaikan.
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2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya
tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang
maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya
pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang
diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun
1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi
pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-
pulau di sekitarnya yang masih berada dalam pengaturan dan
pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang
Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum

dapat berfungsi secara optimal.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

1) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014,
yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk
mengelola bidang pertanahan;

2) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999
tentang Pembentukan Kota Batam, yang memberikan
legitimasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Batam
untuk mengatur dan mengelola kewilayahan Kota Batam;

3) Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang
memberikan dukungan dana pembangunan,

4) Dengan adanya dukungan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

5) Dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
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6) Dengan adanya dukungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

7) Dengan adanya dukungan Kepmen Agraria Nomor 2 Tahun
1999 tentang Izin Lokasi;

8) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan
dalam mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan serta
perbaikan etos kerja;

9) Adanya dukungan dari instansi yang terkait dalam bidang
pertanahan di Kota Batam,;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan

Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau

landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan

Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem

Pertanahan Nasional. Namun disisi lain landasan pengelolaan

penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu

pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang

Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan

Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan

memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan

Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang

terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau

Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai

dengan syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan.

Disamping permasalahan yang ada seperti dikemukakan di atas,
secara internal permasalahan timbul dari kondisi sumber daya
manusia pegawai dan sarana dan prasarana kerja yang masih
relatif belum mendukung sepenuhnya atas penyelenggaraan dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota
Batam yang menuntut penyelesaian cepat, dengan data akurat
serta tindakan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam

membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan,
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disamping memunculkan konflik di lapangan tentang

permasalahan di bidang pertanahan.

Oleh karena itu kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan
Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut :

1) Terbitnya peraturan perundangan yang mengatur hubungan
kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (BP
Batam) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 53 Tahun 1999, termasuk didalamnya pengaturan
wewenang dibidang pertanahan.

2) Tersedianya Perda Pertanahan yang mengatur tentang
pengelolaan pertanahan di Kota Batam.

3) Seluruh lahan aset Pemko Batam memilik dokumen legalitas

4) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan,
terutama untuk kegiatan lapangan.

5) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan
tanah dengan dukungan anggaran dan personil yang memadai.

6) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan
pelaksanaan Hukum Pertanahan untuk mengurangi sengketa
pertanahan;

7) Terciptanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan
tanahnya, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli
daerah;

8) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan.

Permasalahan atau isu yang dihadapi pada Dinas Pertanahan
antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan Kota
Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran
pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan
pemakaman.

2. Kampung tua yang memiliki potensi yang besar belum
dikelola secara baik yang secara tidak langsung berpengaruh

terhadap perekonomian masyarakat setempat.
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. Masalah yang dihadapi diperkotaan antara lain

Penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan
rumah liar, Ganti rugi tanah yang belum memadai, Ganti
rugi tanah berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi
kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, Terbatasnya
lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya
lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP

Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam.

. Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum

memiliki dokumen legalitas lahan.

. Masalah yang dihadapi didaerah Hinterland antara lain;

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan
tanah / sertifikasi, masih banyak pulau - pulau dihinterland
yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat).

. Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum memiliki

dokumentasi legalitas lahan sehingga rawan konflik.

. Lambatnya dalam penyelesaian konflik lahan.

. Tidak dapat menyelesaikan konflik lahan secara cepat

karena terdapat beberapa instansi yang menangani
pertanahan di Kota Batam, maka perlu dibentuk Tim/MoU
antar instansi terkait.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi

permasalahan /isu-isu yang dihadapi :

1

Adanya payung hukum yang jelas dan aturan
pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti.
Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan
untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam.
Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atas
pentingnya kepemilikan hak atas tanah.

Sosialisasi mengenai peraturan pertanahan berkenaan
dengan status lahan kampung tua.

Sertifikasi lahan aset pemerintah.

Penertiban atas kepemilikan tanah diatas tanah negara.
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7. Updating database dan sistem informasi pertanahan Kota
Batam.
8. Penyelesaian penataan Lahan kampung tua dan terbitnya
- dokumen legalitas lahan masyarakat kampung tua.
9. Fasilitasi sertifikasi lahan masyarakat.
10. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

Kondisi pada awal tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan
pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia
pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan
perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas
pada seluruh Pemerintah Daerah melalui infocussing dan
realokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas,
antara lain Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak
Ekonomi, dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (social safety
net/JPS). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Penanganan COVID-19 membutuhkan anggaran yang cukup
besar mengingat pandemik ini mempengaruhi banyak sektor.
Seluruh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) di luar DAK bidang kesehatan dan pendidikan pada
akhirnya harus di refocussing yang diperuntukan bagi
penanganan pandemik ini. Berbagai upaya dilakukan
Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi penyebaran COVID-19
di Kota Batam termasuk menunda seluruh pelaksanaan
pekerjaan fisik yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama di
tahun 2020. Seluruh pekerjaan fisik selain di Dinas Kesehatan
dan Dinas Pendidikan ditunda pelaksanaannya kecuali yang

telah berjalan saat kebijakan ini diambil.

Menyikapi hal ini, maka di tahun 2021 Walikota Batam telah
memberikan pengarahan dalam Musrenbang Tingkat Kota Batam
di tahun 2020 bahwa seluruh prioritas pekerjaan fisik yang
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tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 harus menjadi prioritas

di tahun 2021 selain perbaikan ekonomi akibat pandemik
COVID-19.

Adapun kegiatan di Dinas Pertanahan tidak terpengaruh secara
significant dan tidak mengalami penundaan di tahun 2020 ini.
Dampak refocusing penanganan pandemic covid-19 di Dinas
Pertanahan Kota Batam tahun 2020 hanya pada kegiatan rutin

kantor, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan
Bakar Minyak, dan Perjalanan Dinas.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat berdasarkan hasil
Rapat Koordinasi GTRA Kota Batam adalah Tata Batas Lahan
Kampung Tua dengan Kawasan Hutan Negara di 7 Ilokasi
kampung tua.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Kota Batam Tahun 2020
Nama OPD : Dinas Pertanahan

No | Program/Kegi |  Lokasi | Indikator | Besaran/ | Catatan
el .« AR AR [ R e N W o R R

I Program
Penataan Tata
Guna Tanah | )

1. | Kegiatan Tata Batas Penyelesai 7 Titik Usulan
Penataan Lahan an tata Tim
Lahan Kampung batas GTRA
Kampung Tua | Tua dengan lahan Kota

volume 7 titik | kampung Batam
Kampung tua
Tua dengan
kawasan
hutan
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

3.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna
mencapail sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya
dengan kebijakan yang dirumuskan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai
dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator
kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang
telah ditetapkan.

Kebutuhan dana Dinas Pertanahan Tahun 2020 untuk
mendukung tugas pokok dan fungsi instansi serta untuk
mencapai target kinerja kegiatan yang dituangkan dalam
rencana kerja perubahan Dinas Pertanahan tahun 2020 adalah
sebesar Rp. 2.175.093.771,74 (dua milyar seratus tujuh puluh
lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu
rupiah koma tujuh empat).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2020 yang
pembiayaannya melalui APBD Perubahan Kota Batam adalah

sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Melalui Program Tata Guna Tanah diharapkan terjadi
peningkatan penataan tata guna tanah di Kota Batam.
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini
adalah:
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a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah
Kota Batam

b. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

c. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

2. Program Pendukung

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi

2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
yaitu Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

DINAS PE * 37
Rencana Kenja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020




0207 unyvl, yaog 10ybuap uvyvquiad vhaY, rupndy,
WELV® ELOL NEHENE LY ID SENITD

urejeg
2103 (d 's8unj uep yjoxod sedm ueIOjUENI3d
weyeqg Suefunusw Suek ueiojuextad Isensunupy ueuele[sd
00°0SE'S9E°SH.L %00T 2103 dg9dV | 00°SHL0I1°10S %001 urejeq ISRNSIUTWIPE BAUBIPISIa], uelesSuiuad UejeIday]
uelojueyiad
ISeNSTUTWPY Ueueie]ad
uejexSurusg wesdold 1|0
UeyejuLIswad
uesnin Suelunusd uesnin 0
urejeq ojwad ureyeq oqwad 98y
00°0 [1833d 1 000 nsiad €1 198 UElE] ULBIPasialey yejump ueye ueepedusd uejelday | g0 £ O
urejeg ysue],
urejeg oNWag 19Se URYE| UEBIPIsIoS) | BUND BjE] UeElRusd weldold EH 01
fereSou ueny uesemey
ueSuop en; Sundurey seleq
ureyeg (e600001) ueressjoAuad ssejussiad) ejelp en], Sundurey
00'0S9°166'0t€ Sundwey 01 Bj0Y AddV | 00°00Z°+#11°1c€ | Sunduwey L wrereg Sued eny Sunduwrey yemunp uele] UBEjRURd URBISSY | €0 €401
Foa 007) wejeqg (o evz 1) jexesedisewr | jeyeredsely ueye] 1eiynlag
00000 PP 1 p61 %00°0F 2103 dddVv | 00°000°'001°CS9 %000t urejeqd ueye] Iseyies  ISEJUIsIad uesninSuag uererday | +0| €401
wejeg e10)] YejuLlawiad
eaooz) urejeq (oa.s+c) wrejeq )03 YeluLawad josy ueye’] uswnio(
00°000'8.LT LET %SLTE e103 dddV | 00°008°'206'2S9 %I 6E urejeq }ose ueye| ISEXJI}J9s 3sBjUIsiad ueepedusd uejelday | 10 €401
[ESa] snjelsiaq Jue
jeyeledsewl Ueye| Uep we) Yyeue],
ojwad 7Jjese ueye] I5EJUISI BUND BJE], UBBjBU3d Weidold EH 01
ueyeuelIad uesni( /3ueplg 01
Jese(]
ueueie[ed uoN qifep uesnin
oT1) (6) (9) (s) () (€) (z) (1)
e IpyU] JRepuU] elreury
nded /eue( eloury nSed /eue(q uerede))
uBeyningay uerede) 13518 lsquing ueymngay 1e8re], 1se)0] ueyeidsy /ureiSold apo3]
sunuad uejeidoy] /ureidold uep yelse( UeyBlULISWS
1Z0Z unye], eueousy nfey ueeinfeld | uei=je) (eueousy unye]) 0ZOZ UNYE], BUBIUIY elisury JoJeqIpU] uesnin Suepig/uesnin

uBYyRBUEBLIYJ SBUI(] : Jelde( Jeydueldd eweN

1Z0Z unye], nfey ueelrjiag uep 0Z0Z Unye] yeiseq jejsueiad uejeisay] uep wrelsold seusduay uesnuwny *I°g [9qEL




0207 unyv], yrusoch 10ybumagp uvyvguap vls), vupusy
WELE® ELOX NEHRENELSID SENID

Imerede euelesald Jneredy eUBIESEIL] UBp
00°000°0S0 66+ %001 - wejeq uep eueres eAueipssis], | euereg ueepeSusd uelesa)]
Injeredy
urejeq anjerede eueieselrd BURBIESEL] UBp BUBIES
00°'000°SE9 9T %001 ej0) d9dV | v.'8T0'998°LE %001 wreyeg uep eueres efuereynadia], ueeleyljewad Uejelday
Injeredy eUBIESEIL] UBD
euRIEg UBieySuusd weidol] z|o0
o1) (6) 8) (L) (o) (c) {r) (€) (Z) (1)
Juedpu] nexipu] elisury
nded /eueq elroury] euRq nded /eueq uerede)
ko ML uerede)) josre] 12qUIng uByMINga)] 1edre] 1SE)[07] wereiSoy] /ureiSoig apoy
Sunuag uejeisoy] /weidold uep yesse( UBYEIULIaWS]
1707 unye], eueosusy] nley useinfeld | ueigie)d feueausy] unyel) 0Z0F UnNye], eUsoual| ellaury JojeXIpU] uesnin Sueply /uesniy)




0202 unyn], yosv wybumag uoyvguap b, vupudlp

WELED VIOX NEAENELSID SENTD
(ere3ou weIny UBSEMEY
ueSusp vl Sundurey
urejeq elo sejeq ueress[aAuad
VLD unj Jo (2600°001) asejuasiad) eyeyp Sued en], Sunduwey ueye] en], Sundwey ueye]
LTep E.Emﬁ._ sepull] 00°00Z'+IT'IEE | 00°0 Sundwey / en] Sundwey yepunp UBElRUdd UBJRISay ueejERU3 UBJRIE)]
uaWwInyo
0001 ey Sund
1exerelise
ueye| SN
8oy Jipowoyedus
Bvllas
op 00z Tpef
Hop 001 ! jeseIeAseN jeqeIeAse
uejelday  awin|o (lod €2 1) (roa oot) yexyerefsew Ueye| ueye] JENYRISG uBye] 1ENIIISS
j}o8re; ueyeq 00'000°001°2ZS2 | 00'000°0SL 911 %000t %00‘TE ISeXjijios  25Bjuasliad uesnunSusq uejerday uesnindusd UeeIsa}]
ISESLIR]USAUTID
Suel wejeyqg YejuLIaWad 198y UBjuLISUIad }2sY
210y UejuLiswia 198e | ueye] ISesLIE]UsAU] Uep | UByeT] ISeslIBjusau] uep
_. 000 00'000'009°' LY %00°001 ueye| EBjep 3§BjU3siad 1sexjyjuap] uejelsay Isequop] Uejersa)
Mdg uenwsy jnfue
Jepun) MHop Lp
rpefusw 3jop QT ! urejeg B10) | Wejeq )0} YeluLswisd | urejeg B0y YEIULSWS]
uejerdey  Jwnjo o L+e) Feaor) yeluuswad jase ueye| Jesy ueye] uswnjoq jesy ueye] uswnijoq
Ja3re; ueyeq 00°008'T06'289 | 00'000°000°SY %I1C 6E %6T ¥ ISE)IISS  9SEJUasiad ueepedusd uejelday uegepeduad uelersay
redo] snjejsi
Suek jexeIeise
ueye| uep wereq EEM yeue], BUno yeus], BUND ueyeURIad
jose Ueye] SSeluasl B1E] UeRjeusd weiSold | elR] UEElBUad WeISold uesnin /Suepig 8 |
Iese(] UeueAg[ad
uop qifep uwesnin | T
(01) (6) 8) (L) (9) () () (€) (Z) (1)
0Z0T ®luay 0Z0T elusy - oR
ueyEqnISd 0Z0z efuy ueyeqnidd | 0gog EUsy treyeiey / (ouIooyno) 0Z0T Efusy ueyeqniad 0z0g =luay
ueyeqnisd Uesely nded 1o8re], weiSold JOYeNIpU] ueieiday] fureiSold uesIip

ueyeqnIag Yepnseg Uep Wnjaqas 0ZOZ Unye], yeioeq yejsueiad uejerdoy uep wesdold ‘Z'¢ [9qEL

uByRUBLI3d SBUI(] : yelde(] Jjesqsueldd BuleN




=§E§E§§£§E§-
WELE® VIOX NEHENELDID SENID

Injeredy mjeledy
Imenede eueresald eueIESEl] UBp BURBIES BUBIBSEL] UEp BURBIEG
000 00°000'+8Z°081 | - %001 uep eueIes BAUBIPISIS] ueepedusd Uejerss)] ueepeduag uejelday]
lojuely] Injeredy injeredy
unny  uUelessuy amerede suereseld uep eUBIESE]] UBp BUBIES eUBIESRL] Uep BUBIEY
Isusisyd | +.°820'998°LE 00'0S+'+PE'8TT | %001 %001 eueres eduereyrnadis], | Ueereyneulad uElelSs)] | UEBRIEYIPWS] UBIRISOY
anjeredy
BUBIESEL] UEp BUBIES
ueyexSuiuad weisdold
weEjey
e103 dd 1s3unj uep
seur(] ueuereliag yoyod seBnjy Suelunusw
Jojues] Suel ueiojuestad uelojueNIad UBIOJUBNIDd
unny  uereSSuy IsensuIIpe | ISeNSIIWpPY usueie[ed | Isensmurwpy ueuele[ad
1susaisyyd | Q0'SHLOTI'TOS | 28°489'999°'88S %001 9%00T eAuerpasia], uejeySulus uejersay uejesBuTuad uejersa)y]
uelojueIad
selsiurupy ueuede[ad
uejeySuruad wersold
ueyelulistiadg UBesTLI)
Suelunuad uesnipn z
wejeg wejed wejeqg
oqwad  jese  ueyeE| oxwad 198y Ueye] oywad 198y uelye]
- | 00‘0 0000000t 61 - psiad €1 uepIpesioley  yeunp ueepeSusd ueleisay ueepeduad uejelsa)]
(6) 8) (2) (o) (s) (+) (€) (Z) (1)
0ZTO0T eluay ozog eluay
ueyRqNISd 0207 efusy ueyeqnisd | 0z0Z efusy hncyno) 0z0z elusy ueyeqnIag 0zoz efusy bt
: : ueleiday / (ewooino) : :
ueyeqnisd Uesely nded 1931 uresSold JojeqIpu] uejeidoy] /ureidold uesnin




[4 4

0202 umyvy, yusoe yBuniap uoypguiag vbsy, vuvmdp

O Tl

@

0

0 weled

Jojuey] uedessuaiad

00°000'000°T1

cl urejed

101Uey] uedessusjiad

0 0 0 0
emag eluepsg emag eluesg
0 0 00'89+°L18°S A wejed uodaje], Butuasysy elueeg 0 0 00°000'009'6 Al wejed uodaj3,
Buruaxay elfuersg
0 0 00°'000'086°'L2 o urejeqg sen uep JeAuly 0 0 00'000°00Z 6. . weleyqg sen uep NeAUI
Teyeq ueyeq eluefag Texeq ueyeq efuejag
0 0 00'000°TE9'T 1 wreyeq yisraquiad 0 0 00°001°018°2 T urejed yisiequiad
ueyeq Uep UBYIS1aqa}] ueyed UBp UBYISIaqa)]
ueje[elad eluejeg ueje[elad elueeg
0 0 00°000°00S ¥ 1 wejed eAuure] sod epuag uep 0 0 00°000°000'9 I weyes eAuure]
TRISEN ‘OxFueiag eluejeg sod epuag Uep reIsepy
‘oxBuerad elueeg
0 00°'009'€96'C I wejed sigeH 0 0 00'000°666 9 I weleq siqeH reyed
Texed }Iuons[d e[y Hruola[d e[y uep
uep ‘Lsi jery elueeg SLgsi jely efueped
0 00'sSLi‘6l8'CE I wejeqg siqeH 0 0 Z8'61¥'8+Z 65 1 weleq siqeH rexed
reyed uexe}s) Uelyed ueye}a) ueieqg uep
uep Jojuey uedeqsuaiag Jojuey] uedeysusjiad
'STN.L yery elfuerag ‘stin], Je1y efuepd
0 00'000°0SE'8E €1 wejegd deja], 0 0 00°000°00% LE A urejeg deja],
Nepil/}enuoy] remesod Nepil/3enuoy remesad
wnirelouoy elueeg wnLreloucy eluepg
0 0 UBIOIUEN IS 0 0 0 ueIojueNIad
Isensmunupy ueuele[ad iIsensuIupy weuele[sd
uejeyBuruad 10°10°10°10°0 uejeyduuad 10°10°10°10°0
0 0 UBIOjUBHIS] 0 0 0 uBIojUBYId
ISEqJSIUNUpY ueuele[ad ISeqSIurpy
uejexSurusd weisoid 10'10°10°0 ueueke(sqd wereySuruad
wei80old 10 10°10°0
0 0 WVLVd V.LOM 0 0 0 WVY.LvVd V1O
NVHVNVINAd SVNIA 10'+0°TO'1 NVHVYNVINEd SYNIQ'10+0°Z0°1
AOdd aAolg
NEdV | qgqy | S¥OH QEdV NVVINENEd Na8dvV | ggav NN aRdv NVVONEAEd
RIRGIEN, | JVEOT / NVLVIOEH /| NVIDOoud NOT0A. | evRa / NVLVIOEN /| AVEDOud
VNVAd SEgNNs VNVd ¥FgNNS
0Z0T NNHV.L ad¥y 0Z0Z NNHV.L adHdd
NVHVENNEd HVTELIS NVHVENNAd NOTEGIAS

0707 unyej, wejeg ejoy] ueyeueliad SBUI(J ueyeqniadg Hﬁ—ﬁu BUBDOUIY '£°¢C [24el,




0202 wnypl, youaoQ wybuniag uyvguiag vbdy, vuvudlp

% 4 WETED ELOY NEHENEDSTD SENID
0 0 0 0 urejeq feunBeqias yey) ey 0 0 00°000°+8Z°E z urejeq (feunFeqiss
ueepeSusg Tepojy elueleqg Ney) ey ueepedusd
repoiN efuejeg
0 0 0 Injeredy eueIeselj uep 0 0 0 mjeredy
eUeIeg UEBPESUS{ 'S/ 0 T0 100 pueIEesEl] UEp BUBIEG
ueepeluad S/ Z0' 10100
0 0 0 Injeredy eueiesel] uep 0 0 0 Injeredy
BUBIES UBIEHSUIU4 [0'Z0'10' 100 eueIEsRl{ UBp BUBIES
ueleySuruad 10°z0°10°'10°0
0 0 0 Jjeredy 0 0 0 Jneredy eueIeseld
BUEIESEIlJ UEp BUBIES uep eueleg Ueje}3uiusd
ueeySutuag weiSold Z0'10°10°0 welsold ' Z0 10 100
0 0 0 T weleq uejeisay] fereoy 0 0 0
0°000°081°161 10} iswnsuoy] efuejeg
0 0 00'000'266°1 A weieq uejeyas3ay 0 0 0
B10Y] ISUBINSY Muaid eluejeg
0 0 00'000°00Z°T z1 wereq yelse(] snquyay elueeg 0 0 00°'000°00Z°1 z1 urejeyg yeised
isnquisy efuepg
0 0 00'000°000°E i wejeg qelseq yeled eluejeg 0 0 00'000°00€°E t weyeqg yeiae(q Jeled eluepsg
0 0 00'008°19Z°S8 1 wreyeq yeise(] ren’ 0 0 00 000°0.L+'SOT T weleq yeise(d Jen seuid
seul(q ueuereliag eluejqg ueuepeliag eluefag
0 0 00°000°0T L ES I wejeq ne| yeiseq weeq 0 0 00'000°088°8S 1 wrejeq neq
seurq ueueelisg eluepg yeise( wrere( seuiq
ueuefeliag eluepg
0 0 0 0 wreyeq seurq uerexed eluejag 0 0 00°'000°0S6°'61 0€ wejeg | seul uerexed eluejeg
0 0 00°000°S8+'9 i urejeq uepriluag 0 0 00°'891 ¥R0'F1 I wejeq uepiqiluad uep
uep ueElaould eluereg uexejeouag eluepg
0 0 0 0 urejeq uep] 0 0 00°000°SZS I wejeq ue]
Uep UBldWE] ‘TSOWOol] uep Uelswe] ‘ISOWOI]
‘epuedodoid eluejag ‘epuedodold eluepsg
0 0 00'000°0TT S 1 ureled po[qe], 0 0 00'000°00Z" L ol urejeg plojge], uep
uep yepeley “reqey yerefepy ‘reqey jeing
jeing ueuedsue] eluejeg ueuedsue] eluepg
NEdV o B30 dddVv NEdV Ao )0y QEdV
agadv NYVVaTHAd agdyv NYVOEIMAd
ERK0A: | EYROT / NVLVIOEHE /| NVED0Nd ENNTOA |ISVHOT / NVLVIDEH / NvaD0ud
VNVA ¥EgNNs VNVA ¥EENNS
0Z0ZT NONHV.L ad¥y 0Z0Z NNHV.L ad¥d
NVHVENNEd HVTELES NVHVENIEd NN TEGES




0202 unyvy, yuso 30yPunap uvypguag by, vuvoudlp

WELE®D ELOX NEHENYLYTD SENI®

0 0 0 urejeg 0 0 0 urejeq eJ0Y Yejuuawad
210} YeluLIaWad 138y Ueye] jesy ueyeR] UswWnioq
uswnyo( ueepeduad 10°ST +0°'20"1 ueepeduad 10'ST #0°Z0'T

0 0 0 yeue], eunp 0 0 0 yeueg], eunn e1g,

Bje], UerlRUsd WeiSold g1 +0'Z0"1 ueeleusd Wweidold 'S1'+0°C0' |

0 0 00°00S°LP1°9 I urejeg] (ALOD uep ‘spruunce] 0 0 00°006'60S LT T urejeg (ALDD uep

OV ‘rejund ‘od /xsynduwoy ‘sfruirxe) Oy ‘1ejuLid

‘Kdooojo) uisapy) ‘od /193nduroy ‘Ado0030]

ef8ue], yewny uep Iojuey| uisajy) eS8ue],
ey ueereyrawag eluejsg yewny uep Iojuey e[y

ueeleyraws eluepRg

0 0 +L'82S'81£°81 [ urejeg iojouriag 0 0 00'0SS #E0'+9 E urejeq Iojoullsg Ueelepusy

ueelepuay Suepe) Suepep myng
nyng uenuedsusg eluejeg uenquessua efuejeg

0 0 00'000°00% €1 + ureyeg Jjojourlag ueeIepusy | 0 0 00°000°008°9C ¥ wejed 10j0L1ISE UBBIBpUSY

solateg esep eluejeg somiag eser efuereg

0 0 0 0 urejeq [remeg niqo) 1ereq 0 0 00°000°000°0Z z weyeq (remed

nsj3uy jely emag eluefeqg [[qoW) 3ereq IN{3uy
ey eamag efuelag

0 0 0 Injeredy eueleseld Uep 0 0 0 anjeredy
eURIES UBBIBUI[3WSJ 0L Z0' IO 100 puElEsEl] UESp BUBIES

uerre(siad 9. Z0' 10" 10°0

0 0 0 0 urejeq (ueejowrad SdD) SdD 1BV 0 0 00°000°000°89T I ureyeq (weejawad SdD)

ueepedusd [epoi Bluejeg §dD ye1v ueepedusd

[epoi eluereg

0 0 0 0 urereq (OV ueepesudd) OV 0 0 00°000°000°Z1 C urejed (O ueepesuaq)
usepeSusd [epol efueeg OV ueepeSuad

repoiy efuejag

Aoxg aAolg
SMOTON | SSVR0D / NVLVIDEH / NVID0oud TRATON. | MIYNO 1 / NVLVIDEN / NVEDOud
VNVd 33gNNS VNVd dEgNNsS
0Z0Z NNHVL adyy 0Z0Z NNHV.L ad¥d

NYHVENAEd HVTALES

NVHVENNId NNTIFES




0207 nnyp], ynav ybuag uoypguag vhd)y, vuvoudlp

172
0 0 0 JeyeIRASE] 0 0 0 jeyereASe] UByR]
ueye] 1SeqynIag Isexgniag uesninduad
uestunduad SIS €O'ST +0'Z0’1 ISE)[ISE " €0'ST #0200’ 1

0 0 0 0 wejeq (ureyeg oxwad 0 0 0 I wejeg (urereg

josy aseqejep Sunepdn) oxad 198y SSEqEIEpP

sondwoy] seqdy Sunepdn) 1aandwoy

ueepesuad [epol eluejeg iseqdy ueepesusad

TepoN eltuejag

0 0 0 0 urejegqg (urejeg ojuwad 13sy 0 0 00'000°009°Lt I urejeq (ureyeqg oxuiad 198y

ueye] [SesLejuaAl] uep ueye] ISESLIBJUSAU]

ueye] ueininsuad ‘Asaing uep ueye]

ISUR}[NsuUcy eser) yeue], ueInynausd ‘Asaing

ueinynsuag esep eluejeg ISUB)[NSUOY ese[)

yeue], ueinynsusd

ese elueRg
0 0 0 yejuLsasd 0 0 0 EjuLIDWa
jo8y ueye] ISESLIE]USAU] j9sy uBYye] ISesLIBuaAU]

uep ISeRUapPI'Z0’ST +0°C0’1 uep 1ISENYRUSPI'Z0' ST +0'C0' 1
0 0 00°'000°000°99 009 weleq (Ndg) 0 0 0
200 (SNd UoN/SNd UoN iere(
1seodsuel ] Uenjueyg

0 0 0 I wejeq (ureyeq oqwag 0 0 00°'000°000°St o1 weleq [ureyeg oxqwad

0°008°C06°98S jose UelE| ISENHIIas 19sy Ueye] ISeNIag

esel gl1es ‘oytiad ese[ e}19s 798y

josy woxsy uep dayg rds ueye] ISepuUsWoNay

‘Id Uswnjop uesninduad) uep ‘do¥g

isexyniag esep eluejeg rds “1d uswniod

uestunsuagd eser)

Isexynaag eser efuepd

AOId AOXJ
NEAV | ooy B}0H agdV NVVreEsEd NEdV | oo B)0H dgdV NVVONEHEL
ANATOA | VRO | NVLVIOES / NVEDO0ud INNTOA | BVHOT / NVLVIDES /| NVNDONd
VNVd ¥3gNNs VNVA ¥EgNNS

0OT0T NNHV.L addd

020T NOHV.L G494

NVHVENEEd HVTELIES

NVHVENIId NNTIAEES




0207 umyn], yruavg 1yPuriag uoyvguag vbdY, vuvndp
WETE® ETON NEHENELETD SENID

0 0 00'000°006 T wejeqd uepiifuad 0 0 0
cle)) | uep ueyejadusd eluesg
0 0 00°000°cL6'9 I wejed BAUUTE] 0 0 0
e)0y reusjey ueyeq eluejsg
0 0 00°000°000°F1 I wrejed E1I983d 0 0 0
10y uedeyduspiag elueeg
0 0 00°000°00¢ I urejeqg Isejuawnyo( eluejag 0 0 0
e10
0 0 00°00Z°6£9°S I urejed qeH 0 0 0
Bjo} rexed ueielapn ueyeg
uep Jojuey uedeysusiad
s, Je[y eluepg
0 00'000°00S°1E [ urejeqg Jaquinseren 0 0 0
B30} ESE[ WNLIBIOUOH
0 00°000°008°61 L wejeg eAUUTET] 0 0 0
B10 SNd UON WNLIeIoOuoH
0 00 000°00S PE I urejeg ue]BISa}y BUESHE[S] 0 0 0
.m_uﬂum .mm.u_ﬂ.m_m E-.__”Hm_hﬁ.ﬂn.m
Tedwy
nyeg
Jedwy ue]
njeg u BRIy
BIRUIEDSY / Bue
/ 8u nysusag
eny3uag 3
dunfue], unlue],
u ue inn
eyeIN[ay ¥Qn Q1 wnjoa uedusp yein@y | O 2wnjoa uedusp ‘eny,
0 0 0 ‘eler oy ‘en], Sundurey] ueelawad 0 0 0 o1 | “efes oy gundurey] ueejswiad
0 0 en [ sundurey 0 0 0 en], Sundurey
ueye] UeeleUSd H0'ST $0'20'T uByeT UBEIRUSd +0'ST +0' 20’1
AOIJ AOld
NEdV | qgav | WA 084V NVVINEHEd NEdV | oo 2108 agdv NVVrNENEd
ENI00 0T / NVLVIDEH / NVED0ud ANNT0A |IBVAOT / NVLVIDTEH / AVEDOdd
VNVd ¥EgNNS VNVJd ¥339mns
0Z0ZT NNHV,L add 0Z0Z NNHV.L ad¥y
NVHVENNEd HYTELIES NVHVENIEd NNTASES




0207 unypy, ywangs wybuniap uoyvquag vlsy, vuvnsl

VA 4 WELE®D ETOX NEHENELSTD SUNITD
0 0 0 €e weleqg ISeNIag esep eluelag 0 0 0
0°000°008'S+1
0 0 0 0 urejed (epoid IsesIersos 0 0 0
uejeida) JaquInseleN
winuelouol eluejeg
0 0 0 yexerelsep 0 0 0 jesereisey
ueyeT] Isejgrias ueye] 1Ise)yisg
uesnIN3usd 80'S1 #0001 uesTUIN3uad '80°ST +0°C0'1
0 0 0 0 urejeq [weye ueepefuag 0 0 00°000°00t 6t I wejeq [ueye] ueepeSuagd
ueiley] ueeuBIUSIDd uelley ueruBOUSISd
ISUBl[NSUOY ese") Jeue], isue][nsuo} eser)
ueinnSusg esep elfueeg yeue], UeInjnsusd
ese elueeg
0 0 0 urejeg oyuwad 198y 0 0 0 weleq ojuwad J3sy
ueye] ueepeduad L0°ST +0'C0'1 uelfe] ueepesuad L0°S1 +0°20"1
0 0 0 wejegd 0 0 0 wrEleqg oquwed I
oywad HI[IN euereseld euRIESRL] UBp 2URIRG
Uuep BURIEg UrUNSUBqUIS] ueuNSueqUad Jnjun
¥nun yeue] uswnijo uep geue] uswnijo uep
yeue], ueepedusd'o0'ST +0'20°1 Yyeue], ueepesusd 90'ST +0°20'1
0 0 0000059601 I wejegd uejesuLIad nsnj, 0 0 0
eloy uBljaquiad /IsHNIsucy
repoiN eluejag
0 0 00'000'008'F6 1 ureregy Isepowoyy eluejag 0 0 0
Bl0%Y
0 0 00'000°'090°S9 :: wrejegq Isellodsuel ], eluejeg 0 0 0
B0y
0 0 00°'000'0SZ°S I urejegq ue)eLsal] [eredy 0 0 0
2l10Y ISUWINSUOY .m._._ﬂm,—bm
0 0 00 000'00E° LT 1 wejed jere( SEIIqON 0 0 0
E_n__um EUBIES BMaS m._lqm.—um
0 0 00'000'STI'+1 1 wejeg Ado20304 0 0 0
B10Y uep ueepuedsuad elueag
AOILJ AO0IJ
AWATOA. || VRO / NVLVIOESH /| NVNO0ud SROTON - [ IEWEOT / NVLVIDEH / NVuDO0ud
VNVd NFgnuns VNVd dEglns
0Z0Z NNHV1I ad¥d 0Z0Z NNHV.L ad¥y
NVHVENEEd HVTALES NVHVENNAd NNTAGES




020¢ unyry, yruapd

Buwag noyvgruap
WELE® IO NEHENELS T SENI®

pldy, vuroudyp

0

0
0°000°000°00S

fen], Sundurey

jexeIeisewW UByE])
1seynIag ese eluesg

0

0

{1eqereAse

ueye] ueinjynsusd uep
AaaIng suBj[NsSuUoY ese[)
ueinynsuad ese eluejeg

0

00'000°00£'9

weleqg

uejerday] [ereoy

Isumsu oy eluejag

N8dV

ADIJ
agdyv

B}OH dddV

JHNOTOA ISVHOT

VNVd d3gNNs

NVVraaHad

/ NVLVIDEH / AVED0Odd

NEdV

ANNTOA |ISVIOT

NVVEEHEd
/ NVLVIDEH /| AVIDOoud

0Z0T NNHVI addd

0Z0T NNHV.L OdHd

NVHVENdId HVTELES

NYHVENIHd NNTIFES




Rincian perubahan rencana kerja kegiatan dan indikator kinerja
kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 yang
pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD
Perubahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Hutan
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota

Batam

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah
dilaksanakan mulai tahun 2011. Berdasarkan Renstra
Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021, dengan
menindaklanjuti rekomendasi Korsubgah KPK dan BPK RI,
target capaian kegiatan ini berupa jumlah pengadaan
dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam mengalami
peningkatan menjadi 247 dokumen lahan aset pemko Batam.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan
Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam
dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi

yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Rincian perubahan rencana kegiatan pengadaan lahan aset
Pemko Batam tahun 2020 sebagai berikut :

Input . Rp. 652.902.800,00,-

Output - Jumlah dokumen sertifikat tanah aset
Pemerintah Kota Batam 247 Dokumen

Outcome . Persentase lahan aset Pemko Batam dan

lahan masyarakat yang berstatus legal

75,66%

Benefit . Tersedia data-data lahan yang
memudahkan dalam perencanaan
pembangunan

Impact . Meningkatnya kelancaran

penyelenggaraan pembangunan
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b. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Kegiatan ini sebagian merupakan usulan masyarakat di forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di

tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam.

Pada rencana kerja perubahan tahun 2020 ini, direncanakan
penambahan target kegiatan sertifikasi lahan masyarakat di
wilayah hinterland yang pada awalnya 160 dokumen menjadi
243 dokumen.

Kemudian untuk mempercepat penyelesaian legalitas lahan
masyarakat di lokasi kampung tua Kota Batam perlu
dianggarkan kegiatan sertifikasi tanah masyarakat kampung
tua, yaitu 1.000 dokumen.

Rincian perubahan rencana kegiatan pengurusan sertifikat
lahan masyarakat tahun 2020 sebagai berikut :

Input . Rp. 652.100.000,00,-

Output : Jumlah  dokumen  sertifikat lahan
masyarakat 1.243 Persil

Outcome : Persentase lahan aset Pemko Batam dan
lahan masyarakat yang berstatus legal
75,66%

Benefit : Tertib administrasi pertanahan

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan
pembangunan

¢. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Kegiatan ini merupakan usulan tim GTRA Kota Batam pada
Forum Rapat koordinasi GTRA Kota Batam.

Rangkaian kegiatan penataan lahan kampung tua pada tahun
2020 adalah Penataan Tata Batas Kampung Tua dengan
Kawasan Hutan Negara, meliputi: 1) Inventarisasi Trayek
Batas Kawasan Hutan, 2) Pemancangan Batas Sementara dan
Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga, dan 3) Pemasangan dan

Pengukuran Tanda Batas Kawasan Hutan, yang
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pelaksanaannya bekerja sama dengan BPKH Wilayah XII

Tanjung Pinang.

Rincian perubahan rencana kegiatan penataan lahan
kampung tua tahun 2020 sebagai berikut :

Input . Rp. 331.114.200,00,-

Output : Penyelesaian tata batas kampung tua kota
batam dengan kawasan hutan negara
100,00%

Outcome : Penyelesaian tata batas kampung tua kota

batam dengan kawasan hutan negara

100,00%

Benefit : Tertib administrasi pertanahan

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan
pembangunan

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

DI

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya
termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU)
dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis,
belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak,
penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas,

belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya. Rincian kegiatan

sebagai berikut :

Input . Rp. 501.110.743,00,-

Output : Tersedianya sarana administrasi
perkantoran.

Outcome : Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan.
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3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:
a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya
termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU)
dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin,
belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja
pemeliharaan gedung. Rincian kegiatan sebagai berikut :

Input : Rp. 37.866.028,74

Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Outcome : Meningkat kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan.

Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan
nyaman.
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BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas
Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 ini selanjutnya menjadi dasar
perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2020.
Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk

merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya
yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2020.

Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan

Renja tahun 2020 dan pencapaian indikator renstra sampai dengan
triwulan II tahun 2020.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada
Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 sangat
terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2020, maka perlu dilakukan
upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan
berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan
maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai
dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik
dalam RPJMD maupun Renstra.

Dengan disusunnya Perubahan Rancangan Akhir Renja Dinas
Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 ini dapat diketahui capaian
target dari kegiatan vang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya
dan tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Sehingga capaian
kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat
diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun

selanjutnya jika belum tercapai.

Kondisi pada awal tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan
pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia pada
umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat Pemerintah
melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-
besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah
Daerah melalui infocussing dan realokasi anggaran untuk digunakan

dalam 3 (tiga) prioritas, antara lain Penanganan Kesehatan,
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Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Jaring Pengaman
Sosial (social safety net/JPS). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi
Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menyikapi hal ini, maka di tahun 2021 Walikota Batam telah
memberikan pengarahan dalam Musrenbang Tingkat Kota Batam di
tahun 2020 bahwa seluruh prioritas pekerjaan fisik yang tertunda
pelaksanaannya di tahun 2020 harus menjadi prioritas di tahun
2021 selain perbaikan ekonomi akibat pandemik COVID-19.

Adapun kegiatan di Dinas Pertanahan tidak terpengaruh secara
significant dan tidak mengalami penundaan di tahun 2020 ini.
Dampak refocusing penanganan pandemic covid-19 di Dinas
Pertanahan Kota Batam tahun 2020 hanya pada kegiatan rutin
kantor, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar
Minyak, dan Perjalanan Dinas.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu

diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas

Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan

target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis
tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Batam,;

2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh
pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020 sehingga
menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan;

3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung
program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat
Daerah Kota Batam,;
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4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa
datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran 2016, 2017,
2018, dan 2019;

5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi
vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan

Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan
lahan di Kota Batam umumnya serta penyelesaian sertipikasi
tanah aset Pemko Batam dan penataan kampung tua di Kota
Batam pada khususnya;

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim
petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar
belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan

penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun 2020 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana

mestinya.

.—-uu-.l....

VAHAN KOTA BATAM,

)\

= l,l{'n
B & El'lﬂ? Pﬁ,‘l-l
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‘ NURZALIE, AP., S.Sos

Pdinbina Utama Muda
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PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN

Kantor Dinas Bersama Lt. IV J1. Engku Putri No. 17 Batam Centre
Telp. (0778) 470597 Fax. (0778) 470596

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN

KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 07DP-BTM/SET/XII/2018

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021,
perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja)
OPD untuk periode 1 (satu) tahun,

b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2020, perlu
membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan
menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota
Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara




10.

1l

12.

13.

14.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia




Menetapkan

KESATU

KEDUA

195:

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Infonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017
Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pertanahan Kota Batam Tahun 2020

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 terdiri dari
pejabat dilingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan
Kota Batam Tahun 2020 dimaksud dalam diktum KESATU,
melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan
dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun




KETIGA

2020 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun
2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 3 Desember 2018

2
\\ w ASPAWIWANGALI, S.Sos
Befbifia Utama Muda

NIP. 19640509 198603 1 015
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Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Kota Batam

HasilPengendaliandanEvaluasi

Kesesuaian — Tindak Lanjut
3 . r Penyempurna
No JenisKegiatan Penyebab S Avabila
Tidak Ketidak Tidak
Ada Ada Sesuaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah +
. dan Penyusunan Agenda Kerja.
N
2. Pengolahan data dan informasi.
N
Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
3. kabupaten/kota.
.\J
Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah
4 kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra
' Perangkat Daerah kabupaten/kota.
N
Peneqman isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
5. fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
v
6. Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten /kota.
N
7 Perumusan tujuan dan sasaran.
N
8. Penelaahan usulan masyarakat.
| v
9. Perumusan kegiatan prioritas.
N|
10. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten /kota.
N
Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat
10.2 Daelrah kabupaten;‘ kota dengan usulan program dan
=" | kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.
v
Mempertajam indikator dan target kinerja program dan
kegiatan Perangkat Daerah kabupaten /kota sesuai
10.b. | dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
kabupaten /kota.
v
Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat
Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi
10.c. | pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan
sinergitas pelaksanaan.
J
Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan
prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-
10.d, | masing Perangkat Daerah kabupaten /kota sesuai
surat edaran bupati/walikota.
— ————— —




No

JenisKegiatan

HasilPengendaliandanEvaluasi

Kesesualan

Ada

Tidak
Ada

Faktor
Penyebab

Ketidak
Sesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurna
an Apabila
Tidak

(1)

(2)

(3)

(4)

()

6)

11.

Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah
kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan
kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

12.

Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah
kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya
dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam
forum Perangkat Daerah kabupaten /kota.

13,

Pendanaan  program dan  kegiatan  prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing
Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun
dan memperhitungkan prakiraan maju.

14.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah
kabupaten /kota yang telah disyahkan.

Batam, Agustus 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN

7 4 pH
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